
 

 

 

 

 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR 36 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 110 TAHUN 2022 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NATUNA, 

 
Menimbang : a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 

110 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Natuna,  perlu dilakukan perubahan;  

b. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Monitoring Center For 

Prevention (MCP) Tahun 2024 pada area intervensi Manajemen 

ASN untuk membentuk Budaya Antikorupsi diperlukan 

perluasan Wajib Lapor Kepatuhan LHKPN di lingkungan 

Pemerintah Daerah;  

c.  bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 110 Tahun 2022 tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

 

SALINAN 



 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4880); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 



 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NATUNA NOMOR 110 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN 

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH. 

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2022 Nomor 195) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah 

terdiri dari: 

a. Bupati Natuna; 

b. Wakil Bupati Natuna; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 

d. Pejabat Administrator 

e. Pejabat Pengawas (tidak termasuk Kepala UPT, eselon IV di 

Kecamatan dan Kelurahan); 

f. Pejabat Pembuat Komitmen; 

g. Pejabat Fungsional Auditor 

h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah; 

i. Pejabat Fungsional pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa  

 

 

 

 



 

j. Jajaran Direksi (Direktur dan Kepala Bagian) Badan Usaha 

Milik Daerah. 

k. Staf Khusus dan Ajudan Pimpinan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan 

mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Natuna. 

 

Ditetapkan di Ranai 

pada tanggal 31 Mei 2024                                

BUPATI NATUNA, 

 

ttd 

 

 WAN SISWANDI 

 
Diundangkan di Ranai 

pada tanggal 31 Mei 2024                            

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

 

ttd 

 

  BOY WIJANARKO VARIANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 344 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 
 

EFENDI, S.Sos 
NIP. 198104262010011014 

 


